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TENTANG

PEMBENTT]XAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PENTYIISUNAN DAFIAR RENCANA KXRJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

(wP BOOR)

MENTERI PERENCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAL,/

Kf,PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGLTNAN NASIONAL,

Menimbal1g a. bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tefltanS

Kerjasanu Pemerifltah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan

lnfrastruktur pada Pasal 24 dan P,,sal 25 fieflSa1.]i.ar.atkan

Kemenrerian PPN untuk menyu)un Daltar Rencana Kerjaiama

Pemerintah denSan Badan Usaha;

bahwa seba8ai 1afl4 diatul dalan Peraturan Mented PPN/Kepala

Bappenas Nonlor 4 Tahun 2015 lenta,ng Tata Cara Pelaksanaan

Kerjasama Pemerintah deflgan Badan Usaha, Kementerian

Perencanaan PembanSunan Nasional/Bappenas diwajibkan untuk

meil)'usun f)aftar Rencana Kerjasama Pemerintah denSan Badan

Usaha secara berkala;

bahwa berdasarkan pertintbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dafl huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi StMteSis

Penyusunan Daftar Rencaha Kerjasama Pemerintah denSan Badan

Usaha (PPP roo&;

b

d. bahwa ...
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d.
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b^hwa Wj^bat dar, peg wai yan8 namanya tercantum dalam

lampi.an Keputusan ir dianggap mampu dan memenuhi

persyaratan untuk duduk dan melaks4naknn tugas sebagai anggota

Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana KedaJama

Pemerintah dengan Bddarrusahd (PPP B(r.h:,

Undang-UndanS Nomor 14 Tahun 2015 tentang Ar,lggaran

Pefindapat^n daa Belanja Negara Tahun Anggaraa 2076 (lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, T^/]r.bahall.

l€mbarafl NeSara Republik Indonesia Nomor 5767);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pelaksana-an AnSgaran dan Belanja Negara;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian NeSam;

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentanS Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Noftor 66 Tahun 2015 tentang Eadan

Perencanaall Pembangunan Nasional:

Peraturan Menteri NeSara Peterrcaaaan PembaflSunail

Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSunan Nasional Nomor

PER.005/M.PPN/ 10/2007 tentar$ orSanisasi dan Tata Kerja

Kementeriah Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagairnana telah beberapa

kali diubah, terakhir deflgan Peraturan Menteri Perencanaan

Pemban8unar Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 3 Tahuf. 2014;

Peraturan Mented NeSara Perencanaan Pernbangunair

Nasional/Kepala Badan Per€ncanaan PembanSunan Nasional Nomor

1 'f,'linn 2Ol2 tentan8 Pedoman PetP-ncanaan, PeLaksanaan,

Pelaporan, Pemantauar, dan Evaluasi KeSiata[ dafl A\Zgaran;

MNMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MXNTTRI PERENCANAAN PEMBANGT]NAN

NASIONAI,/IGPAU. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAI TENIANG PEMBENTT]KAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PEI.I\{JST,NAN DAFTAR RINCANA KERJASAMA PEMXRINIAH DENGAN

BADAN USAHA (PPP 

'OO4.

Menetapk4n

PERTAMA ...



PERTAMA

KETICA

KIEMPAT

KELIN,IA

KEEN,d\,1

Men$entuk Tim Koordinasi Strategis Penyusunan Daftar Rencana

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PPP ,oot) untuk

selanjutnya disebut Tim PW Book, dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantuh dalam Lampiran Kepufusan ini.

Tim PPP Book terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim

Pelaksana dan Tena8a Pendukung.

Tim PenSarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,

membimbinS, dan memaltau kemajuan dan memberi saran pentecahan

atas permasal han pelaksanaan kegiatall.

Pena[8gun8 Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi,

membimbing, dan memantau Tim Pelakana dalam pelaksanaan

kegiatan.

Tim Pelal6ana bertusas:

a. membuat jadwal serta rencana kerja kegiatanTifiPPP B@4

b. melakukan pencariafl, pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan

bahan, d,ata, dan informasi yanS dibutuhkan dalam rangka

mendukung pelaksanaan penyusunan clan WfibatnafiPPP BooL,

c. melakukan idefltifikasi suftber data dan informasi terkait dengan

peny.usunan dan pembarvan PPP Eook;

d. ftelakukan disl-usi dan brainstomins dengan narasumber ahli,

sL,rkeholde$ lerk3lt baik secara internal maupuan ekfernal;

e. melakukan koordinasi perencanaan dan penganSSaran untuk

proyek-proyek KPBU;

f. melakukan finalisasi terhadap daftar prcyek infrastruktur yanS siap

ditawarkan dengan berkoordinasi bersama sL'tkeholders letk^it

lainnya;

g. mempersiapkan dan llleflyusun bahafl rapat;

h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim PenSarah.

Tenaga Pefl dukunS bertugas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam penSumpulan

data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikall oleh

Tim Pelaksana.

KETUJUH

KEDUA



KETUJUH

KEDELAPAN

4

Sesala biaya yarg diperluk4n d,,lam turlgk^ pelaksanaan tugas Tim ppp

B.^rk dlbebankarr pada Anggaran Pefidapatan dan Belaflja Negara

Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 20 16.

Keputusatl ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pad^ tanggal 22 Februai 2016

MENTIRI PERINCANAAN PEMBANGI]NAN NASIONAL/

KEPAI"{. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SoFYAN A. DJALTL

ftd

Salinan scsuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunr,

/
Ellmry



SAIINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENITRI PPN/

KDPAI"A. BAPPENAS

NOMOR KIIP. 15/M.PPI{/HW02/ 2016

TANGGAL 22 Ff,BRUARI 2016

SUST]NAN KEANGGOTAAN

TIM KOORDINASI STRATIGIS PEAMJSUNAN DAHAR RENCANA KERJASAMA

PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (PPP 

'OOA]A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri ppN/Kepala Bappenas.

ArSSota : 1. Sekrcta s Kementerian ppN/Sektetads Utama

Bappenas;

2. Deputi BidanS Ekoflomi, Kemenferian ppN /Baprytas;
3. Deputi Bidang Kemarifiman dan Sumber Day4 Alam,

Kementerian PPN/Bappenas;

4. Deputi Bidaflg pembangunan Manusia, Majyarakat,

dan Kebudayaaan, Kemellterian ppN/Bappenas;

5. Deputi Bidang politik, Hukum, pertahanan dan

Keamanan, Keftenterian PPN/Bappenas;

6. Deputi Bidang pengembangan Regional, Kementerian

PPN/ Bappenas

B. PENANGGIINCJAWAB : Deputi Bida{g pendanaan pembangunan, Keftenterian
ppN/ Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

DirektH Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan

Swasta, Kemeflterian PPN/Bappenas.

Ir. Rachmai Mardiana, MA, Kementerian PPN /Bappenas.

Ir. Gunsairi, MPM, Kemente an PPN/Bappenas.

1. Sekiefaris Badan Pendukung Pengembangan Sisteft

Penyediaan Air Minum, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Sek-retaris Badafl Pengatur Jalan To1, Kementerian

Pekedaan Umum dafl Perurnahan Rakyat;

3. Direktur



3. Direkhlr Lalu Lintas Angkutan Kercta Api, Direktorat

Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;

4. Direktur Pelab]ahar, dan PenSelukan, Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian

PerhubunSan;

5. Direktur Bandat Udara, Direttorat Jenderal

Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;

6. Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umum da11 Perumahan

Rakyat;

7. Direktur Bina Penatarunaaf. Sumber Daya Air,

Dircktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan R4ryat;

8. Dircktur Pengembangan sistem Penyediaan Air

Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya,

Kementerian Pekerjaan Umurn daa Pefilmaha

Rakyat;

9. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/B^pWnas;

10. Direllur Pembinaan Program Ketenagalistrikan,

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementedan

Energi dafl sumber Daya Mineral;

11. Direltur Pelayanan Kesehatar Rujukan, Direktorat

Jenderal Pelayanafl Kes€hatan, Kementerialr

Kesehatan;

12. Direkhrr EnerSi, Telekomuflikasi, dan Informatika,

Kementerian PPN/Bappenas;

13. ASustono, S.Sos, MTr, Dinektorat Bandar Udara,

Direktorat Jenderal PerhubunSan Ud^M,

Keme[terian Perhubungan;

14. Sudiro Roi Santoso, Badan Pengatur Jal^L To1,

Kemeflfedan Pekerjaan Umuft dan Perumahan

Ralfat;

15. Vivi .
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D. TENAGA PELAKSANA

Saliflan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

ruPAI/. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAS]ONAL,

15. Vivi Andriani, ST, M.Sc, Kementerian PPN/ BappeMs;

I6. Jusuf Arbi, SE, M,Sc, Kementerian PPN / Bappenas;

17. Delthy SuSriady Simatupang, SH, MH, Kementerial'r

PPN/ Bappenas;

'18. ReShi Perdaha, SH, LLM, Kementerian PPN/

Bappenas;

19. Abdul Malik Sadat, ST, M.En8, Kementerian PPN/

Bappenas;

20. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/

Bappeflas;

21. DadalJ.g Jusron, SE, Ak, Direktorat PenSelolaah

Dukungan Pemerintah dan Pembtaya n

lnirastrukhrr;

22. Mitr. Saraswati, SH, MAP, MIDS, Kementerian

PPN/Bappenas;

23. Novie Andriani, SH, LLM, Kementedan PPN/

Bappenas

24. Dodi Sulistio, S.Sos, M.Acc, Kementerian PPN/

Bappenas.

1. Saripudin, Kemeflte an PPN/Bappenas;

2. Buddy Supriyanto, Kemente an PPN/Bappenas;

3. Suwita, Kementedafl PPN/Bappenas;

4. MusbfaKementeriauPPN/Bappenas.

SOTYAN A. DJAIIL

ttd

f,ml11y Suk


